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WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan
dan penghidupan rakyat, karena fungsinya sebagai salah satu
kebutuhan pokok sehari-hari sehingga perlu dikelola dengan asas
fungsi sosial, nilai ekonomis, pemanfaatan, keterpaduan dan
kelestarian untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya
konservasi dan pendayagunaan air tanah;

bahwa untuk mencegah kerusakan air tanah akibat pengambilan air
tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran maupun
kegiatan alam, perlu dilakukan pengelolaan air tanah secara
bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang
dan yang akan datang;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah
mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air
tanah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Air Tanah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Nomor 49 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4859);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-
undangan;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2008 nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga
Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008
Nomor 5);



18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengabh.

Walikota adalah Walikota Magelang.

Dinas adalah dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan air
tanah.

Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam
pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan
meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis,
tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan
pelepasan air tanah berlangsung.

Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air
tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung
secara alamiah pada cekungan air tanabh.

Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam
pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau
dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air
tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air
tanah.

Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan
keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan
kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada
waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan,
pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan
berdaya guna.
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Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi
dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak
air tanah.

Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang
dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi,
pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan
terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan
pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan
pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh
dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.

Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan
memakai air tanah.

Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan
mengusahakan air tanah.

Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk meperoleh hak guna pakai air dari
pemanfaatan air tanah.

Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari
pemanfaatan air tanah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,
yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik
Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB I
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan asas tanggung jawab, keadilan, efektif
dan terbuka.
Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka penertiban,
pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap air tanah sesuai dengan pola
pengelolaan air tanah secara terpadu dan berwawasan lingkungan hidup.
Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin
kesinambungan, ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air
tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
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BAB Il
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh yang
diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi
pengelolaan air tanah.
Cekungan air tanah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 4

Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1)
ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah,
pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem
informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah
setempat.

Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 5
Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah
dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan
berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air.
Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dilakukan oleh Walikota sesuai
dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan
instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga
Strategi Pengelolaan Air tanah

Pasal 6

Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan
pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.

Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai.

Pasal 7
Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah.



